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ABSTRAK

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun atau
belum  menikah, seharusnya wajib  dilindungi  untuk
mempertahankan hak-haknya. Seperti dilindungi dari aspek
kekerasan oleh orang tua kandungnya maupun orang tua
angkatnya. Kekerasan orang tua tersebut seperti pemukulan,
perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan
oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap
kesejahteraan anak yang mana semua diindikasikan dengan
kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan
anak. Karena kekerasan anak sering terjadi yang mengakibatkan
kerugian anak oleh orang tuanya maka pemerintah harus
melindungi anak tersebut melalui lembaga perlindungan anak
seperti Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Palembang.
Maka dari itu penulis tertarik menulis skripsi ini dengan judul
Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Perlindungan
Anak Korban Kekerasan Orang Tua Oleh KPAD.

Adapun permasalahan di penelitian ini; Pertama,
Bagaimana Bentuk Perlindungan Anak korban kekerasan Orang
Tua oleh KPAD Palembang. Kedua, Bagaimana Tinjauan Hukum
Pidana Islam Terhadap Bentuk Perlindungan Anak Korban
Kekerasan Orang Tua di KPAD Palembang tersebut.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, adapun metode
pengumpulan data yang digunakan adalah bahan primer,
sekunder, tersier serta teknik analisis data deskriptif analisis,
analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif
terhadap data primer dan data sekunder karena metode yang
dipakai dalam penelitian ini dengan cara penulis melakukan suatu
kegiatan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang
dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum
yang menjadi objek kajian. Penulis lalu menyimpulkan secara
deduktif agar hasil penelitian ini dapat dengan mudah dipahami.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk perlindungan
anak yang diberikan KPAD Palembang dalam perlindungan
preventif dan perlindungan represif yang dilihat dari sistem
peradilan pidana sudah berdasarkan pada Undang-Undang No. 35
tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan bentuk
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perlindungan anak yang diberikan KPAD Palembang menurut
hukum pidana Islam pada dasarnya sama halnya dengan bentuk
perlindungan yang Islam ajarkan. Bentuk perlindungan KPAD
sendiri tak lepas dari melindungi hak anak dan menjujung tinggi
anak tersebut sama halnya dengan hukum pidana Islam yang
melindungi hak anak tersebut, bisa dilihat dalam surat al-isra; 31

Kata Kunci : Anak, Komisi Perlindungan Anak, Perlindungan
hukum Anak
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987
dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
J Alif Tidak Tidak
dilambangkan | dilambangkan
< ba’ b Be
“j" ta’ t Te
= sa’ s’ Es (dengantitik
d jim j di atas)
c ha’ h Je
< kha’ kh Ha (dengantitik
X dal d di bawah)
? zal dh Kadan Ha
J ra’ r De
> zai z Zet (dengantitik
< sin s di atas)
o syin sh Er
= sad S Zet
o= dad d Es
= ta’ t Esdan Ye
& za’ z Es (dengantitik
? ‘ain ‘ di bawah)
< gain gh De (dengantitik
= fa’ f di bawah)
j qaf’ q Te (dengantitik
kaf k di bawah)
J lam I Zet (dengantitik
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B. Konsonan

Rangkap karena Syaddah ditulis

Rangkap
(n Maia ditulis Muta’aqqidin
3ac ditulis ‘iddah
C. Ta’marbutah
1.Bila dimatikan ditulis h
4 ditulis Hibbah
4o ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap

kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam

bahasa Indonesia,

seperti

zakat, dan

sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).




Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta

bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

Ll g¥) Al S Ditulis

Karamah al-auliya

2. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harkat, fathah,

kasrah dan dammah ditulis t.

kil 318 Ditulis Zakatulfitri
D. Vokal Pendek
/ Kasrah ditulis i
/
Fathah ditulis a
Dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
Fathah + alif ditulis a
EEERES ditulis jahiliyyah
Fathah + ya’ mati ditulis a
(s ditulis yas’a
Kasrah + ya’ mati ditulis i
@S ditulis karim
Dammah + ditulis u
wawumati ditulis furud
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s B

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati ditulis ai
ASiu ditulis bainakum
Fathah + wawumati ditulis au
JsA ditulis gaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu
Kata dipisahkan dengan Apostrof

] ditulis a’antum
e | ditulis u’iddat
Ra ol ditulis la’insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti huruf Qomariyah

ol A ditulis al-Qur’an
bl ditulis al-Qiyas

b. bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan
menggandakan huruf  Syamsiyyah yang
mengikutinya serta menghilangkan huruf / (el)

nya

¢ Lad) Ditulis as-Sama
oaadd) Ditulis asy-Syama
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Penulisan Kata-Kata

Kalimat

Dalam Rangkaian

Di tulis menurut bunyi pengucapan dan menulis

penulisannya.
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zawi al-furud

Ahl as-sunnah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki
jumlah masyarakat terbanyak dan masuk pada peringkat ke empat
masyarakat terbanyak dunia. Menurut proyeksi Badan Pusat
Statistik (BPS), jumlah masyarakat Indonesia tahun 2017 ini
mencapai 261 juta jiwa manusia.’ Masyarakat terdiri
perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan atau
organisasi kemasyarakatan. Keluarga adalah unit terkecil dalam
masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya atau ayah
dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam
garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.?

Anak anggota keluarga terlemah yang harus dilahirkan
dalam keadaan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau
dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan

diperluas dalam hal mendapatkan hak asasi anak dari orang tua.

! Rofny, “Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2017,” Tumoutounews, 10
September 2017, diakses 17 Januari 2018,
http://tumoutounews.com/2017/09/10/jumlah-penduduk-indonesia-tahun-2017/

?Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, “Hukum Perlindungan Anak”,
Cet. Ketujuh (Jakarta: PTIK, 2016), Hal.6



Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata
harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan
perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang
mendapatkan hak asasi manusia secara utuh.®> Hak anak meliputi
untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf
kehidupannya dan hak untuk dibesarkan, diperlihara, dirawat,
dididik, diarahkan, dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau
walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang.’Dalam Hukum Islam juga diatur bahwa anak harus
dijaga dan dirawat oleh orang tua dan dilindungi hak-haknya
sesuai dalam surah At-Tahrim ayat 6:
e e 5l G a5 140 Rl R 134T0 ol
N s e Gy el Tl sty ¥ 310 a3l
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang
kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa

yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan”

®Ibid., Hal.12
*Ibid., Hal.33-34



Pada dasarnya anak mendapatkan haknya seperti biasanya
dari orang tuanya. Namun ada sebagian anak yang tidak
mendapatkan haknya seperti anak lain dari orang tuanya.
Melainkan mereka mendapat beberapa kekerasan,anak itu disebut
anak rawan. Disebut rawan adalah karena kedudukan anak yang
kurang menguntungkan. Anak rawan (children at risk)
merupakan anak yang mempunyai resiko besar untuk mengalami
gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara
psikologis (mental), sosial maupun fisik. Children at risk
dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya,
diantaranya ialah anak dari keluarga miskin, anak di daerah
terpencil, anak cacat dan anak dari keluarga retak (broken
home).’Kekerasan terhadap anak sering terjadi dapat penulis
kemukakan dalam contoh kasus berikut ini;

1. Kasus yang terjadi di kota Palembang seorang ibu Siska

Nopriani melakukan kekerasan terhadap Bryan anak

kandungnya hingga tewas.®

% Maidin Gulton, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem
Peradilan Anak Di Indonesia”’, (Bandung: Refika Aditama, 2008), Hal.2
® Sumatera Ekspres,”Surat Harian Sumatera Ekspres”, 31 Maret 2017



2.  Kasus yang terjadi di kota Palembang kasus bocah berusia
8 tahun yang di temukan tewas dalam keadaan tangan
terikat dan dimasukkan dalam karung diduga menjadi
korban kekerasan sebelum akhirnya tewas diberitahukan
sebelumnya, korban yang merupakan siswi kelas 2 SDN di
Palembang ini sejak dari kecil tinggal bersama kakeknya
Masud.’

3. Kasus yang terjadi di kota Surabaya seorang anak Gio
Rosid Mawardi yang dibunuh dengan luka di bagian
tengkorak kepala dan rusuk akibat penganiayaan Panji Aji
Saputro yang tak lain adalah ayah kandungnya.®

4.  Kasus yang terjadi di kota Tanggerang selatan seorang ibu
berinisial Y yang membunuh atau merengut nyawa seorang
anaknya yang baru berumur 1,5 bulan®
Berdasarkan data KPAI sebagai suatu lembaga Komisi

Perlindungan Anak di Indonesia kasus kekerasan terhadap anak

tahun 2017 dilaporkan menurun dibanding 2016 yang mencapai

’ Detik.com, “Detik News”, 21 Mei 2017,
8 Kompas, “Surat Harian Kompas”, 11 Januari 2018, Hal. 15
% Kompas, “Surat Harian Kompas”, 17 Januari 2018, Hal. 27



19 kasus, namun dari sisi jumlah korban justru meningkat. Dari
17 kasus kekerasan terhadap anak, lebih dari 31 anak menjadi
korban. Sebab terdapat satu kasus kekerasan seksual dengan 21
korban anak. Jumlah anak yang mengalami kekerasan seksual di
Tanah Air berkisar 600 ribu sampai 900 ribu orang. Bisa jadi,
jumlah ini lebih banyak, sebab ada orang tua atau lingkungan
yang menutupi peristiwa kekerasan seksual tersebut.’’Dan
berdasarkan data KPAD Palembang kasus kekerasan terhadap
anak tahun 2017 di Palembang berkisar 32 kasus kekerasan
terhadap anak meliputi 14 kasus kekerasan seksual, 10 kasus
kekerasan fisik, 3 kasus kekerasan psikis, 5 kasus kekerasan
penelentaran anak.'!

Kekerasan terhadap anak (child abuse) dapat
berbentukbseperti perlakuan fisik (phisycal abuse), kekerasan
emosional (emotional abuse),dan kekerasan seksual (sexsual

abuse) yang umumnya dilakukan oleh orang tuanya yang

9 pai, jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak, kpai.go.id, 17
september 17, 2017, diakses pada tanggal 28 september 2017.
Http://www.kpai.go.id/berita/anak-laki-laki-paling-banyak-mengalami-
kekerasan-seksual/

“Berdasarkan Data Kasus Periode 2018 Komisi Perlindungan Anak
Daerah Palembang



mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang
mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman
terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Namun demikian
child abuse sebetulnya tidak hanya berupa phisycal abuse,
emotional abuse, dan sexsual abuse, melainkan juga bisa berupa
berbagai bentuk eksploitasi melalui, misalnya pornografi,
pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan
kurang gizi (malnutrition), pengabaian pendidikan dan kesehatan
(educational and medical neglect) dan kekerasan-kekerasan yang
berkaitan dengan medis (medical abuse).*? Islam sendiri
merupakan salah satu agama yang membenci tindakan orang tua
berupa child abuse apalagi sampai membunuh anak karena alasan
yang tidak benar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah al-
isra’: 31;
7Y 1 tha 618 2688 &) 2005 28575 (A1 Bl A8 K3 158
“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena
takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki

kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya
membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”

?Bagong suyanto dan sri sanituti, “Krisis & Child Abuse”, (Surabaya:
Airlangga University, 2002), Hal.114



Setiap anak yang mengalami child abuse dalam pengasuhan
orang tua atau walinya atau pihak lain manapun yang
bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut berhak untuk
perlindungan hukum.*® Perlindungan hukum dapat juga diartikan
sebagai segala upaya mencegah, rehabilitasi, dan
memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah
(child abuse), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin
kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik
fisik, mental, dan sosialnya.** Adapun tujuan perlindungan, untuk
menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,
dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,
berakhlak mulia, dan sejahtera. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
mengemukakan bahwa;

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat
hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi, secara

13 Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Op.Cit., Hal.37
¥ Maidin Gulton, Op.Cit., Hal.34



optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

se.rta‘ rnenq%?Bat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.

Indonesia yang merupakan sebuah Negara yang
menjunjung tinggi nilai hukumberkewajiban untuk melindungi
hak-hak anak. Perlindungan anak oleh negaradirealisasikan
dengan menciptakan Undang-Undang. Meliputi Kepres RI
Nomor88 Tahun 2002 Tentang Rencana aksi Nasional
Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
kemudian Undang-UndangPerlindungan Anak tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak,
Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan bentuk konkret
upaya pemerintah dalam melindungi anak.’*Namun demikian,

perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dipandang sebagai

kewajiban pemerintah saja. Perlindungan terhadap kesejahteraan

15 pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
“Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak”, (Palembang: KPAI, 2015), Hal.2

®Marsaid, “Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif
Maqasid Asy-Syariah”, (Yogyakarta: Genta Publisihing, 2014), Hal.1



anak juga perlu kepedulian masyarakat. Pemerintah mengadakan
pengarahan, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha
kesejahteraan anak dilakukan oleh masyarakat.*’

Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya
untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat
dilakukan orang perseorangan, lembaga perlindungan anak,
lembaga swadaya masyarakat masyarakat, lembaga pendidikan,
lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa. Peran
masyarakat  dilaksanakan  sesuai  ketentuan  peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.’® Sebagaimana tertuang
dalam Pasal 72 (2) dan Pasal 25Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan;

Pasal 72 (2);

“Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan

anak, lembaga kesejahteraan social, organisasi

kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan
dunia usaha.”™®

7 Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Op.Cit., Hal.31

'8 Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, Hukum
Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2014), Hal.157

19 pasal 72 (2) Undang-Undang no 35 tahun 2014, Hal.24
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Pasal 25:

1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap
perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran
masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

2) Kewajiban dan tanggung jawab  masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan  melibatkan  organisasi  kemasyarakatan,
akademisi, dan pemerhati anak.”

Lembaga perlindungan anak yang sudah familiar di
Indonesia yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),
KPAI dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas
penyelenggaraan perlindungan anak yang bersifat independent.
Keanggotaan KPAI terdiri dari unsur pemerintahan, tokoh agama,
tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan,
organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi,
lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan kelompok
masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. KPAI
bertujuan  melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

perlindungan dan pemenuhan hak anak; memberikan masukan

dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaran

20 pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
Hal.8
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perlindungan anak; mengumpulkan data dan informasi mengenai
perlindungan anak.?

Maka dari pernyataan di atas penulis tertarik untuk
melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana
Islam Terhadap Bentuk Perlindungan Anak Korban
Kekerasan Orang Tua Oleh Komisi Perlindungan Anak
Daerah (KPAD) Palembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas permasalahan yang
akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Anak korban kekerasan
Orang Tua oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah
(KPAD) Palembang ?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Bentuk Perlindungan Anak Korban Kekerasan Orang
Tua di Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)

Palembang ?

! Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, Op.Cit.,
Hal. 160-161
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C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan
penelitian ini ialah :

a. Untuk mengetahui Bentuk Perlindungan Anak
korban kekerasan Orang Tua oleh Komisi
Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Palembang .

b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam
Terhadap Bentuk Perlindungan Anak Korban
Kekerasan Orang Tua di Komisi Perlindungan Anak
Daerah (KPAD) Palembang.

2. Bedasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan
penelitian ini ialah :

a. Secara Teoritis, penyusun berharap hasil penelitian
ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat
mengenai  bentuk perlindungan Anak korban
kekerasan orang tua oleh Komisi Perlindungan
Anak Daerah (KPAD) Palembang

b. Secara  Praktis, memberikan jawaban atas

permasalahan yang diteliti dan mampu menerapkan
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ilmu hukum yang penulis sudah peroleh begitupun
memberikan ~ pengetahuan  mengenai  pokok
permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang memfokuskan pada analisis tentang
kekerasan anak sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa
penelitian Indonesia, sejauh yang penulis temukan diantara
penelitian tersebut;

Dira Jayanti, 2014, “Tinjauan Hukum Islam terhadap
Tindak Pidana Pembunuhan (Kekerasan dalam Rumah Tangga
Mengakibatkan Matinya Anak)”, Skripsi, Falkultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palembang, Penelitian ini memfokuskan
bentuk sanksi kekerasaan terhadap anak yang mengakibatkan
anak meninggal dalam sudut pandang hukum Islam. Kesimpulan
penelitian ini dapat dirumuskan, Bentuk sanksi pembunuhan yang
dilakukan orang tua terhadap anak kandungnya sebagaimana
tercamtum dalam Undang-Undang perlindungan anak Nomor 23
tahun 2002 Pasal 80 (1) setiap orang yang melakukan kejahatan,

kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap
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anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6
bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 . menurut
hukum Islam tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua
kandungnya terhadap anak, apabila anak tersebut meninggal
didalam perutnya atau masih dalam kandungan dan meninggal
anak tersebut disengaja maka akan dibebankan untuk membayar
ghurah.

Rismarini, 2011, “Pelaksanaan Penanggulangan Kasus
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Perpektif
Hukum Islam (Studi Terhadap Unit Pelayanan Perempuan dan
Anak Polda Palembang)”, Skripsi, Falkultas Syariah Universitas
Islam Negeri Palembang, Penelitian ini memfokuskan Unit
Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Palembang dalam
penyelesaian pelaksanaan penanggulangan kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak. Kesimpulan penelitian ini dapat
dirumuskan. Unit Pelayanan perempuan dan anak Polda
Palembang melakukan Penanggualangan yang sifatnya
pencegahan (non Penal) yang meliputi kegiatan penyuluhan dan

pembinaan kepada masyarakat yang tujuannya untuk
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meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, menurut hukum
Islam itu termaksud jarimah vyaitu segala larangan suara
(melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal
kewajiba) yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir.
Ropiko, 2007, “Persepsi Tokoh Agama Terhadap
Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Desa
Sejangko Kecamatan Rantau Panjang Ogan Ilir’, Skripsi,
Falkultas Syariah Universitas Islam Negeri Palembang, Penelitian
ini memfokuskan dalam respon pemuka agama desa sejangko
dan tindakan pencegahan mengenai kekerasan anak dalam rumah
tanggadi desa sejangko kecamatan rantau panjang ogan ilir dalam
pandangan hukum islam. Kesimpulan penelitian ini dapat
dirumuskan bahwa adanya kekerasan terhadapa anak dalam
keluarga ditanggapi beranjak dari lemahnya pemahaman ajaran
Islam baik secara normatif maupun afikatif dari orang tua pelaku
kekerasan terhadap anak, sehingga tidak menempatkan anak

sebagai amanah yang harus dijaga, dipelihara, dididik dengan
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akhlak yang mulia, dengan kehendak penjelasan Undang-Undang
Nomor23 tahun 2004.

Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana diuraikan
diatas, beda antara penelitian yang penulis lakukan adalah pada
aspek lokasi penelitian, pembahasan, dan penulis ini lebih tepat
membahas bentuk perlindungan KPAD terhadap anak korban
kekerasan orang tua di tinjau dari hukum pidana IslamUntuk itu
penelitian ini penulis anggap penting dan perlu dilakukan.

E. Metode Penelitian

Metode dapat mempengaruhi permasalahan penelitian yang
digunakan oleh peneliti, yang dimaksud Metode dalam penelitian
menurut Manasse Malo, dan Sri  Trisnoningtias®® yaitu
keseluruhan proses berpikir dari mulai menemukan permasalahan
penelitian menjabarkannya dalam suatu kerangka tertentu, serta
pengumpulan data bagi pengujian empiris sampai dengan
penjelasan dan penarikan kesimpulan gejala social yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

22 Ishaq, “Metode Penelitian Hukum,” (Bandung: Alfabeta Bandung,
2017) , Hal.47
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1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat Penelitian hukum empiris (Yuridis
Empiris). Penelitian ini berhubungan dengan permasalahan-
permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian ini. Menurut
Soerjono Soekanto®, yuridis empiris adalah suatu penelitian
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas
penelitan untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau
metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah
penelitian.?* Pendeketan penelitian terdiri dari dua pendekatan,
meliputi pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif)
dan pendekatan penelitian hukum empiris (yuridis empiris).
Menurut Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji®® Pendekatan
yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dan

% Soerjono soekanto. Pengantar penelitian Hukum (jakarta: Universitas
Indonesia pers, 2008), Hal. 51.

?* Ishag, Op.Cit., Hal.68

2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ”Penelitian Hukum Normatif
Suatu Tinjauan Singkat,” (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), Hal.13-14
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pendekatan penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum
yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.

Jadi Pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan
Penelitian hukum empiris yaitu mengemukakan seluruh
permasalahan dengan cara meneliti data primer diperoleh dengan
cara wawancara dari narasumber (informan) secara langsung
yang dilakukan kepada pihak yang terkait dalam hal ini, pihak
yang dimaksud adalah Komisi Perlindungan Anak Daerah
(KPAD) kota Palembang.

3. Jenis data dan Sumber Data
a) Jenis data

Menurut syofian siregar®® jenis data dibagi menjadi tiga
yaitu, jenis kualitatif (data berbentuk kalimat), jenis kuantitatif
(data berbentuk angka), jenis gabungan (bentuk kalimat dan
angka). Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu
jenis data yang berupa pendapat, konsep, atau teori yang

menguraikan danmemberikan data yang seteliti mungkin tentang

% Zzainuddin Ali, Metodelogi Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), Hal. 105.
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manusia, keadaan atau hipotesa agar dapat membantu di dalam
memperkuat teori lama atau dalam penyusun teori baru.

b) Sumber data
Sumber data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini

ada dua macam yaitu sumber data primer dan data sekunder:

1) Data primer adalah data empiris yang berasal dari data
lapangan, data lapangan didapatkan dari para responden,
yaitu pegawai Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota
Palembang dan dokumen-dokumen yang berhubungan
dengan permasalahan yang akan diteliti.

2) Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang meliputi
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier. Data sekunder dan sumber yang digunakan
dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, meliputi:
1. Undang-Undang-Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak
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2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
4. Kita Undang-UndangHukumAcaraPidana
(KUHAP);
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
6. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
7. Al-Quran
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder, meliputi sumber data
secara langsung dari beberapa literatur-literatur,
dokumen-dokumen dan arsip yang berlaku serta hasil-
hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih
relevan dengan masalah yang diteliti.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang
memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya
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berupa bahan dari media internet, kamus-kamus dan
sebagainya.?’
4.  Lokasi dalam Penelitian
Penelitian ini mempergunakan lokasi penelitian. Lokasi
penelitian ini  merupakan lingkungan tempat dilakukannya
penelitian, dalam hal ini peneliti menentukan lokasi penelitian
yakni Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota
Palembang karena sudah mewakili dari KPAI yang ada di
Indonesia dan di duga bahwa KPAD kota Palembang telah
menangani kasus kekerasan anak sesuai dengan permasalahan
penelitian yang bisa dijadikan data penelitian.
5.  Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi merupakan sekelompok orang-orang Yyang
memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah
peneltian penulis. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota
Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Palembang.
Pengambilan sampel menggunakan purposive sample

bertujuan berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau

2’Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum. (Jakarta: Raga
Grafindo Perkasa,2003), Hal. 117.
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unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. dalam
pengambilan sampel ini peneliti melakukannya dengan berbekal
pengetahuan yang cukup tentang populasi  untuk memilih
anggota-anggota sampel, oleh karenanya teknik pengambilan
sampel ini, sering juga disebut judgmental sampling.”® Karena
anggota KPAD Kota Palembang terdiri dari 5 komisaris dan 5
staff umum maka sample dalam penelitian ini 3 orang yang
berasal dari komisaris termaksud ketua komisaris dan 1 orang
dari staff umum yang pernah menangani kekerasan anak.
Pengambilan dengan cara ini untuk menegaskan permahaman
anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) kota
Palembang terhadap tindakan kekerasan yang terjadi kepada
anak.
6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengunpulan data dalam penelitian hukum ini
menggunakan 3 cara terdiri Studi Lapangan (Field Researchi),

Studi Kepustakaan, dan Studi Dokumentasi.

28 Bahder Johan nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Hal. 160.
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1. Studi Lapangan (Field Research)

Studi ini digunakan untuk mendapatkan data
primer.Adapun  pengumpulannya dilakukan  dengan
menggunakan  Wawancara. Wawancara  (Interview)
merupakan salah satu teknik yang digunakan penulis untuk
mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat
dikatakan bahwa interview adalah suatu kejadian atau
proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi
atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi
langsung.”® Jadi wawancara ini dilakukan dengan cara
mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada elemen-elemen
yang bersangkutan dengan permasalahan dalam penelitian
ini sesuai populasi dan sampel yang telah ditentukan
penulis.

2. Studi Kepustakaan
Studi ini digunakan untuk mendapat data sekunder.

Adapun pengumpulannya dilakukan dengan cara membaca

A, Muri Yusuf, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan
Penelitian Gabungan,”(Jakarta: Kencana, 2014), Hal. 372



24

literatur-literatur berupa buku, jurnal, artikel yang berkaitan
dengan permasalahan.
3. Studi Dokumentasi
Studi ini merupakan alat pengumpulan data yang

diambil dari dokumen untuk melengkapi data yang telah
diperoleh melalui wawancara
Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini
dapat dilakukan secara Deskriptif Kualitatif, yaitu
menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok
masalah  kemudian  penjelasan-penjelelasan  tersebut
disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari

pernyataan-pernyataan bersifat umum ke khusus



BAB I1
TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Anak dalam Sistem Hukum Di Indonesia
1.  Anak menurut Undang-Undang

Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan
secara variatif. Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun,
kecuali berdasarkan hukum vyang berlaku terhadap anak,
kedewasaan telah diperoleh sebelumnya® Menurut Kamus
Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak
sebagai manusia yang masih kecil. Anak adalah keadaan manusia
normal yang masih muda usia dan sedang menentukan
identitasnya serta sangat jiwanya, sehingga sangat mudah kena
pengaruhlingkungannya. Sementara itu, menurut Romli
Atmasasmita,®’ Anak adalah seorang yang masih dibawah umur
dan belum dewasa serta belum kawin.”Sedangkan menurut
Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

Anak terdapat pada Pasal 1 ayat (1) adalah

%0 Abdussalam dan Adri desasfuryanto, “Hukum Perlindungan Anak”,
Cet. Ketujuh , (Jakarta: PTIK, 2016),Hal. 5

' Marsaid, “Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif
Magasid Asy-Syariah”, (Yogyakarta: Genta Publisihing, 2014), Hal. 56
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“Seseorang yang berusia belum 18 tahun, termaksud anak

yang masih dalam kandungan”.*

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan)
tidak mengatur tentang pengertian anak. Namun, dalam Pasal 7
Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan
hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun
dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan
tersebut mengisyaratkan bahwa anak adalah seorang di bawah
umur 19 tahun bagi seorang lelaki dan di bawah umur 16 tahun
bagi seorang perempuan.

Pengertian  Anak dalam berapa  Undang-Undang
beragamnya defenisi anak;*

a) Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak mendefenisikan anak berusia 21
tahun dan belum pernah kawin,

b) Pasal 4 Undang-Undang. Nomor 3 Tahun 1997 tentang

pengadilan anak mendefinisikan anak adalah orang yang

% pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2014, Hal.2

%% M.Nasir Djamil, “Anak Bukan Untuk Dihukum”, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2013), Hal. 9
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dalam pekara anak nakal telah berusia 8 tahun, tetapi belum
mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin,
c¢) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum
berusia 18 tahun dan belum pernah kawin,
2. Anak menurut hukum pidana
Menurut hukum pidana untuk menentukan pengertian
seorang anak secara tegas didasarkan pada batas usia. Terdapat
beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) yang mengatur batas anak, juga terdapat
keanekaragaman. Hal ini tertera dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) dalamPasal 45, Pasal 283 (1), dan Pasal
287 (2);
Pasal 45 KUHP

“Dalam Hal Penuntutan Pidana terhadap orang yang
belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum

umur 16 (enam belas) tahun”**

Pasal 283 (1) KUHP

“Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan
bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu
rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus

pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
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maupun  sementara  waktu, = menyerahkan  atau
memperlihatkan tulisan, gambaran, atau benda yang
melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau
menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum
dewasa dan diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa
umumnya belum 17 tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda

atau alat diketahuinya » 3

Pasal 287 (2) KUHP

“Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika
umur wanita belum sampai 12 tahun atau jika ada salah
satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294 "%

Berdasarkan kriteria tersebut, apabila diterapkan terhadap

pertanggungjawaban pidana, maka yang dikategorikan sebagai

anak (dibawah umur) adalah apabila belum mencapai umur 16

tahun. Hal inilah yang membedakan keadaan seseorang,

termaksud dalam kategori sebagai seorang anak atau seseorang

yang telah dewasa. Batas usia tersebut dalam lingkungan

Pengadilan Tinggi Jakarta telah diperluas menjadi 18 tahun.*’

Dari sisi yuridis, seperti dalam lapangan hukum perdata,

akan dikaitkan dengan persoalan-persoalan hak dan kewajiban

seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak,

% pasal 283 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
% pasal 287 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
¥"Marsaid, Op.Cit., Hal 61
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panyangkalan sahnya anak, perwalian, pendewasaan, serta
masalah pengangkatan anak, dan lain-lain.**Menurut Hukum
Perdata yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata) Pasal 330, Pengertian anak atau orang
yang belum dewasa sebagai berikut;

“Belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai
umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih
dahulu kawin. Apabila sesorang yang belum mencapai
umur 21 (Dua Puluh Satu) tahun telah kawin, dan
perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21
(Dua Puluh Satu) Tahun, Maka ia tidak kembali lagi
kedudukan belum dewasa. Seorang yang belum dewasa dan
tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan
cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga , keempat,
kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan

039
perwaliaan”.

Sedangkan dalam konvensi tentang hak-hak anak, secara
tegas dinyatakan bahwa yang dimaksud anak dalam konvensi ini
adalah setiap orang yang berusia dibawah umur 18 tahun, kecuali
berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan

bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.*°

*1bid.,, Hal. 60
¥pasal 330 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
““Marsaid, Op.Cit., Hal. 63
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3. Anak menurut hukum adat

Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam
kehidupan seseorang anak memberikan pemahaman bahwa dalam
pandangan psikologis untuk menentukan batasan terhadap
seseorang anak tampak adanya berbagai macam Kkriteria, baik
didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan
pertumbuhan jiwa. Atas dasar ini, seseorang dikualifikasikan
sebagai anak-anak apabila ia berada pada masa bayi hingga masa
remaja awal antara 16-17 tahun. Sementara itu, apabila dilihat
dalam kehidupan social masyarakat Indonesia yang masih
berpegang teguh pada hukum adat, walaupun diakui adanya
perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, tetapi perbedaan
tersebut bukan hanya didasarkan pada batas usia semata-mata,
melainkan didasarkan pula pada kenyataan-kenyataan social
dalam pergaulan hidup masyarakat. Seseorang dianggap dewasa
apabila ia secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda

kedewasaan yang dapat mendukung penampilannya..**

“1bid., Hal. 57
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Ter Haar mengemukakan®? bahwa setiap seseorang menjadi
dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai orang yang
sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak
mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang
merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Selanjutnya Soedjono
Dirjosisworo* menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak
dibawah umur adalah mereka yang belum menetukan tanda-tanda
fisik yang konkret bahwa ia teah dewasa. Dari pendapat Ter Haar
dan Soedjono Dirjosisworo tersebut menyatakan bahwa menurut
hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti
sampai umur berapa seorang masih dianggap belum dewasa. Hal
ini disadari betul oleh pemerintah Hindia Belanda. Karena orang-
orang Indonesia berlaku hukum adat, maka timbul keragu-raguan,
sampai umur berapa seseorang masih dibawah umur.*

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah
Hindia Belanda membuat peraturan yang dimuat dalam

Staatblad, Nomor54 Tahun 1931. Peraturan Pemerintah tersebut

“|bid., Hal. 57-58
“bid., Hal. 58
*M.Nasir Djamil ,Loc.Cit.,
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antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keraguan-
raguan, maka jika dipergunakan istilah anak dibawah umur
terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum
berumur 21 tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2)
mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 tahun dan
kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur;
(3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan
anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi
persyaratan tersebut di atas, maka disebut anak di bawah umur
(minderjarig) atau secara mudahnya disebut anak-anak.*
Berdasarkan pernyataan tersebut, ukuran kedewasaan yang
diakui oleh masyarakat adat dapat dilihat dari ciri-ciri: (1) dapat
bekerja sendiri (mandiri); (2) cakap untuk melakukan apa yang
disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung
jawab, dan (3) dapat mengurus harta kekayaan sendiri. Dengan
demikian, tampak jelas bahwa yang dapat dikategorikan sebagai
seorang anak bukan semata-mata didasarkan pada usia yang

dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu

**Marsaid, Op.Cit., Hal.58-59
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tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut
pandangan social kemasyarakatan dimana ia berada.*®
4. Anak menurut hukum Islam

Begitu juga dalam pandangan hukum Islam, untuk
membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada
kriteria usia. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal
perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seorang
dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya tanda-tanda
perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun wanita. Seorang
pria dikatakan baligh ketika sudah mengalami mimpi yang
dialami orang dewasa, sedangkan seorang pria dikatakan baligh
apabila ia sudah mengalami menstruasi. Atau bisa dianggap Batas
usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menjadi jelas yaitu
dalam hukum Islam, batas usia anak adalah di bawah usia 15 atau
18 tahun dan perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum,
hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi

pertanggungjawaban.*’

**|bid., Hal. 59

*" Hasanah, Wihdatul, Batas Usia Anak dalam Tindak Pidana
Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Peradilan Anak. (Unisnu, jepara.
2015)
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Dalam pandangan hukum Islam, seseorang Yyang
dikategorikan memasuki usia balig merupakan ukuran yang
digunakan untuk menentukan awalkewajiban melaksanakan
syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain
terhadap mereka yang telah balig dan berakal, berlakulah seluruh
ketentuan hukum Islam.*®Pengertian anak berdasarkan Kompilasi
Hukum Islam pada Pasal 98 ayat (1):

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa

adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat

fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan
perkawinan.*®
B. Kedudukan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Nomor 11
Tahun 2012 menyebutkan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim
wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang
diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam system

darurat.”®Perlindungan khusus dilaksanakan melalui penjatuhan

sanksi tanpa pemberatan. Dalam menangani perkara Anak, Anak

*®Marsaid, Op.Cit., Hal. 60

“Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Bandung: Fokusmedia, 2007), Hal.34

% penjelasan Pasal 17 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan “situasi darurat” antara
lain situasi pengungsian, kerusuhan, bencana alam, dan konflik bersenjata.
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Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan,
Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.
Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi
bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan
terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap
terpelihara.> Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi
wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun
elektronik. Identitas meliputi nama Anak korban, nama orang tua,
alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkap jati diri
Anak. Anak Korban wajib didampingi oleh orang tau atau yang
dipercayai oleh Anak Korban. Penyidikan terhadap perkara Anak
dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemeriksaan
terhadap Anak Korban dilakukan oleh penyidik. Dalam
melakukan penyidikan perkara Anak, Penyidik wajib meminta
pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan

setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal

5! penjelasan Pasal 18 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan “pemberi bantuan hukum
lainnya” adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa falkultas hukum sesuai
dengan UU tentang Bantuan Hukum.
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dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran
dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja
Sosial Profesionalitas atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan
tenaga ahli lainnya. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap
Anak Korban, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari
Pekerja Sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga
Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau
diadukan.>?
C. Hak Anak dalam Sistem Hukum di Indonesia
1.  Hak-hak anak dalam perspektif hukum

Hak itu dapat didefenisikan dengan kekuasaan yang
diberikan oleh hukum kepada seseorang atau suatu badan hukum,
sehubungan adanya hubungan hukum dengan orang lain atau
badan hukum lain. Berikut disampaikan beberapa defenisi hak
oleh para sarjana atau ahli hukum, antara lain:*?

Menurut Winscheid, menyatakan “hak ialah suatu
kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan (macht) dan

52 Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, Hukum
Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2014), Hal. 75-76

> Suhasril, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan,
(Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016) , Hal.33-34
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diberi oleh tertib hukum atau system hukum kepada yang
bersangkutan.”

Menurut Van Apeldoorn, menyatakan “hak ialah suatu
kekuatan (macht) yang diatur hukum.”

Menurut Lamaire, menyatakan “hak ialah suatu izin bagi
yvang bersangkutan untuk berbuat sesuatu.”

Menurut Duquit, menyatakan “hak ialah diganti dengan
fungsi social. Tidak semua manusia mempunyai hak,
sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi
social.

Hak ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 B ayat 2
Undang-Undang Dasar 1945. Dirumuskan secara eksplisit hak
anak yang bebas dari dikriminasi, yang berbunyi: “Setiap anak
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dan
juga dalam prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam
Konvensi Hak-Hak Anak. Esensi penting dalam Pasal 4 UU
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak itu
merumuskan hak-hak anak atas hidup, tumbuh kembang,
perlindungan dan partisipasi secara wajar. Dapat dikatakan

merupakan primary laws (norma hukum utama) yang menjadi

inspirasi bagi norma hukum dalam Pasal-Pasal berikut yang
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secara teoritis dapat disebut sebagai secondary laws. Karena hak
hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan dalam keadaan
apapun, termaksud situasi darurat (emergency). >*

Penegasan hak anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014,
Pasal 4 merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari
KHA dan norma hukum nasional, serta menciptakan norma
hukum (legal norm) tentang apa yang menjadi hak-hak anak.
Dengan demikian, Konvensi PBB tentang hak anak telah menjadi
hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga Negara Indonesia.
Konvensi Hak Anak (KHA) adalah instrumen yang berisi
rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum
mengenai anak dan perjanjian internasional tentang hak asasi
manusia. Secara garis besar, KHA dapat di kategorikan; pertama
penegasan hak-hak anak, kedua perlindungan anak oleh Negara,
ketiga peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat,

swasta) dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak

*Ibid.
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anak.>Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam
Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi:*°
Hak Terhadap Kelangsungan Hidup (Survival Rights)

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk
melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk
memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang
sebaik-baiknya. Hak akan kelangsungan hidup dapat berupa:

a. Mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak
dilahirkan.

b. Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan
kembali aspek dasar jati diri anak (nama, kewarganegaraan,
dan ikatan keluarga).

c. Hak anak untuk hidup bersama

d. Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala
bentuk salah perlakuan (abuse) yang dilakukan orang tua
atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan

e. Hak-hak anak penyandang cacat (disabled) untuk

memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus.

*Ibid. Hal. 36
*®Ibid., Hal.37-38
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f. Hak anak menikmati standard kehidupan yang memadai
dan ha katas pendidikan
Hak terhadap Perlindungan (Protection Rights)

Hak perlindungan vyaitu perlindungan anak dari
diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang
tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Hak
perlindungan anak dari diskriminasi, termaksud:

a. Perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh
pendidikan, perawatan dan latihan khusus.

b. Hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan
penduduk asli dalam kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan dari Eksploitasi, meliputi:

a. Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi

b. Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang
mengancam kesehatan, pendidikan, dan perkembangan
anak.

c. Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba,
perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi,

dan pornografi.
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d. Perlindungan upaya penjualan, penyeludupan, dan
penculikan anak.
e. Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa
atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.
Hak untuk Tumbuh Berkembang (Development Rights)

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk
pendidikan (formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai
standard hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental,
spiritual, moral, dan social anak. Hak anak atas pendidikan,
yakni:

a. Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan
menyediakan secara cuma-Cuma.

b. Mendorong pengembangan  macam-macam  bentuk
pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak.

c. Mengubah informasi dan bimbingan pendidikan dan
keterampilan bagi anak.

d. Mengambil langkah-langkah untuk mendorong
kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan

angka putus sekolah.
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Hak untuk Berpartisipasi (Participation Rights)

Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan

pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak, meliputi:

a.

Hak untuk berpartisipasi dan memperoleh pertimbangan
atas pendapatnya.

Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta
untuk mengekspresikan.

Hak untuk berserikat menjalin  hubungan untuk
bergabung.

Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan

terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Prinsip dasar KHA sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak, meliputi;

a) Non diskriminasi,

b) Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua

tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh

pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan
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yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus
menjadi pertimbangan utama.

¢) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang
dilindungi Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan
orang tua.

d) Penghargaan  terhadap  pendapat anak  adalah
penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan
menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan
terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi
kehidupannya.®’

Dalam Hukum pidana setiap anak berhak untuk tidak
dijadikan sasaran penganiyaan, penyiksaan atau penjatuhan
hukuman yang tidak manusiawi. Hukum mati atau hukuman
seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana
yang masih anak. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas
kebebasannya secara melawan hukum. Penangkapan, penahanan

atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan

" Waluyadi, “Hukum Perlindungan Anak”, (Bandung: CV. Mandar
Maju, 2009), Hal.16



44

hukum yang berlaku dan hanya dilaksanakan sebagai upaya
terakhir. Setiap anak yang dirampaskan kebebasannya berhak
mendapat  perlakuan  secara manusiawi dan  dengan
memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan
usianya dan harus dipisahkan diri dari orang dewasa, kecuali
dengan kepentingannya. Setiap anak berhak memperoleh bantuan
hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan
upaya hukum vyang berlaku. Setiap anak yang dirampas
kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh
keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak
memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.*®
2.  Hak-hak anak dalam perpektif hukum Islam

Islam sangat memperhatikan kedudukan anak dan
meningatkan secara tegas kewajiban orang tua dan masyarakat
untuk mempehatikan dan memenuhi hak-hak anak tersebut.
banyak ayat-ayat Al-Qur‘an dan hadits Nabi yang membicarakan

mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini,> antara lain:

%8 Abdussalam dan Adri desasfuryanto, Op.Cit. , Hal.36
* HM.Budiyanto, “Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam”, Jurnal
Pontianak, Vol 1, No 1 (2014): Hal.3
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Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang.
Hal ini dapat dibaca dalam beberapa ayat Al- Qur’an,
antara lain:
1. QS. An-Nisa’: 29
w2l 0 8533 088 o V) Il oK 050 5T Y T als ol
Y4 an) 28 S8 AT G A0 T3 v K

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu ™

2. QS. Al-An’am: 151
By il G 143 VT e 85 252 L o 15 6
R gL ew LAY a0 G S5 afihat 2a¥ RN 2y PRI AN
el Lo Cim AT 155 5 o5 8558 a8 ol G ul31 1588 5
Sle gt S 8 afr e F L oase o mal oo i s
a Lilay 208 BTl ) AT e T G800 1L Y Sl W e
yoy Q ’:.;;. o

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan
atas kamu oleh Tuhanmu vyaitu: janganlah kamu
mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah
terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu
membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami
akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan
janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji,
baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi,
dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan
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Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab)
yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu
supaya kamu memahami(nya)”
Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa
api neraka.

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan
kecenderungan alamiyah untuk menghindar dari bahaya yang
mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas
mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus
melindungi danmenjaga diri dan keluarganya, khususnva anak
anak dan istrinya, dari siksa api neraka. Tercantum dalam QS.At-
Tahrim 6.

e 5l G Wl 5 156 15 2 158 1 e Gl il
N st e sty 2 el G T ¢ i ¥ s i Sila

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang
kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa
yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan”

Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.

“Nafkah” berarti “belanja”, “kebutuhan

pokok”.Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh
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orang-orang Yyang membutuhkannya,. Sebagian ahli figih
berpendapat bahwayang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan
pokok itu, ialah pangan, sandang dan tempat tinggal; sedang ahli
figih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah
pangan saja. Para ahli figih, umumnya membagi orang-orang
yang berhak menerima nafkah dari seseorang itu dalam 4 macam,
yaitu: pertama, nafkah ushul, yaitu bapak, kakek, terus ke atas;
kedua, nafkah furw’, yaitu anak, cucu, terus ke bawah; ketiga,
nafkah kerabat, yaitu adik, kakak, terus menyamping; dan
keempat, nafkah istri. Dari pembagian macam orang yang berhak
menerima nafkah itu, salah satunya adalah anak (nafkah furu’).
Orangtua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada
anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk
menafkahi dirinya sendiri.Artinya, anak yang belum mampu
berhak mendapatkan nafkah dari orangtuanya yang mampu.
Adapun yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini,
antara lain adalah QS. Al- Bagarah: 233,

Gelail & o 9 G GiIS ilsa AT Gha ST

Coa s\ = 2 25200 T sal¥ T8 _a . Bl 3 [P - -
Ly V) Gt QIS Y g mally (i Ged )y Al aslall ey
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“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama
dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan
penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan
pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena
anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun
berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.
Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,
maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat
apa yang kamu kerjakan”

Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Bila QS.at-Tahrim: 6 memerintahkan agar orangtua
menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini
berarti iadiwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran
terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab bagaimana
anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tidak tahu

tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa?
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Bagaimana anak bisa tahu tentang perbuatan dosa bila ia tidak
diberi didikan dan pengajaran secara cukup? Oleh sebab itu,
pendidikan dan pengajaran adalah merupakan wasilah yang tidak
boleh tidak harus diperolah oleh setiap anak.
Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat
Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara
pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki
derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka
adalah tingkat ketagwaannya semata Allah berfirman dalam QS.
Al-Hujurat: 13,
5 V00 (8 G shls iy sy S5 a KIS ) (i
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling
takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal”
Hak mendapatkan cinta kasih

Sudah menjadi fithrahnya bila setiap orangtua mencintai

anak-anaknya.Walaupun  demikian, Islam  masih  juga
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memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinta
kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul
merasa bahwa orangtuanya itu mencintai dan mengasihi.Setiap
anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan ujud nyata
dari perasaan cinta kasih orangtuanya.®
Hak untuk bermain

Anak adalah anak, bukan orangtua berbadan kecil. Artinya,
menurut alaminya, usia anak adalah usia bermain. Pernyataan
yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan
maupun para ahli pendidikan.Untuk itu, sangatlah tidak
dibenarkan bila orangtua dengan sengaja menjauhkan anak-
anaknya dari dunia bermain ini.Setiap anak punya hak untuk
bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya.Yang
penting buat orangtua adalah bisamengarahkan permainan anak
ini  kearah yang positif.Misalnya yang bisa memperluas
pengetahuan anak.®'Rasulullah saw telah memberikan contoh
yang indah dalam hal ini. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi

memimpin sembahyang berjamaah.Waktu itu datanglah Hasan

**4M.Budiyanto, Op.Cit., Hal.6
*HM.Budiyanto, Op.Cit., Hal.7
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dan Husain, cucu-cucu beliau.Sewaktu Nabi sedang sujud,
keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang
sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung.Setelah
selesai sembahyang para sahabat bertanya kenapa beliau
melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab:
“Kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega
menyuruh mereka turun”®?
D. Anak yang Melakukan Kesalahan

Dalam pandangan Hukum Islam anak yang melakukan
kesalahan dapat diberi peringatan, menasihati, menjaga, dan
mengarahkan nuraninya agar melangkah di jalan yang benar.
Dalam beberapa keadaan (karena terpaksa), penggunaan
hukuman dan ancaman dibolehkan dalam Islam. Ancaman atau
peringatan diberikan ketika anak pertama kali melakukan

kesalahan. Jika sudah berulang kali melakukan kesalahan, maka

perlu diberikan hukuman. Akan tetapi, dalam memberikan

*Ibid.,
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ancaman dan hukuman haruslah diperhatikan batas-batas
kewajaran sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya.®®
Mahmud al-Khal’awi mengemukakan bahwa dalam proses
pendisiplinan dan pemberi hukuman kepada anak, dapat
melahirkan masalah baru. Oleh karena itu, orang tua harus
memikirkan tentang cara yang paling tepat untuk mendidik
anaknya dan cara yang paling berhasil dalam pemberian hukuman
ketika anak berbuat salah. Hukuman merupakan alternative
terakhir, hukuman baru diberikan sekiranya anak tidak akan sadar
dan terus melakukan Kkesalahan. Ibnu Khaldun berkata,
sebagaimana dikutip oleh Mahmud al-Khal’awi, orang yang
mendidik atau menghukum dengan kekerasan yang membuat
anak tertekan, justru hukuman itu akan menghilangkan semangat
anak, membuatnya menjadi malas, mendorong anak untuk
berbohong karena takut akan siksaan yang bias menimpanya, dan
mengajarkan anak untuk menipu. Akhirnya semua itu menjadi

akhlak buruk yang tertanam dalam diri diri anak.®*

63 Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum Perspektif Hukum
Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syari’ah”, (Jakarta: Kencana,
2016), Hal.169

*Ibid., Hal.169-170
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Walaupun hukuman itu diperbolehkan sebagai metode
dalam mendidik anak, tetapi harus diingat bahwa yang utama
ketika berinteraksi dengan anak-anak adalah penuh kasih sayang
dan lemah lembut. Demikian halnya, jika anak menjadi korban
kejahatan, maka keluarga, masyarakat, dan Negara berkewajiban
memberikan pertolongan. Islam mewajibkan upaya pembebasan
orang (anak) yang dizalimi bagi siapapun  yang
mendapatkannya.®
E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak
1.  Konsep Perlindungan Hukum

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan
hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah bersifat preventif
dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk
mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan
pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan

berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan

®Ibid., Hal.170
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untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termaksud penanganan
di lemabaga peradilan.®®
2.  Lembaga Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban dalam
beberapa bentuk perlindungan hukum Pertama, diberikan kepada
anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang
terdapat pada Pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban
mendapatkan: ¢’
1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui
media massa untuk menghindari labelisasi
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan
saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial
4. Pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi

mengenai perkembangan perkara

*Phillipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”,
(Surabaya: PT Bina llmu, 1987), Hal. 29
®"Marsaid, Op.Cit., Hal.94
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Kedua berdirinya lembaga perlindungan anak, lembaga
swadaya masyarakat masyarakat, lembaga pendidikan, lemabaga
keagamaan, badan usaha dan media massa.

Lembaga perlindungan anak merupakan lembaga
independen Negara yang dibentuk dalam rangka efektifitas
penyelenggaran perlindungan Anak dalam hal pengawasan
penyelenggaraan pemenuhan Hak anak dilakukan melalui
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan  penyelenggaran
Perlindungan Anak. Sesuai dengan Pasal 73A berbunyi:®®

(2) Dalam Rangka efektifitas penyelenggaraan
Perlindungan Anak, kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi lintas
sektoral dengan lembaga terkait

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagaimana dalam Pasal 74 untuk meningkatkan

efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak

dengan Undang-Undang Perlindungan Anak maka di bentuk

% pasal 73 A Undang-Undang perlindungan Anak Nomor 35 Tahun
2014
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suatu lembaga perlindungan anak yakni Komisi Perlindungan
Anak Indonesia (KPALI). Pasal 74 berbunyi;*®

(1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan
penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak dengan
Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan
Anak Indonesia yang bersifat independen.

(2) Dalam hal diperlukan, Pemerintan Daerah dapat
membentuk Komisi Perlidungan Anak di Daerah atau
lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung
pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di
daerah.

Sebagaimana dalam Pasal 75 Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI) memiliki 7 anggota yang terdiri atas unsur
Pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi
kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang
peduli terhadap Perlindungan Anak. Keangotaan KPAI diangkat
dan diberhentikan sesuai keputusan Presiden. Pasal 75
berbunyi: "

(1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia
terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil
ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota,

(2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) terdiri atas unsur Pemerintahan, tokoh agama, tokoh
masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha,

% pasal 74 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014
" pasal 75 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014
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dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap
Perlindungan Anak.

(3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima)
tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi,
mekanisme Kkerja, dan pembiayaan diatur dengan
Peraturan Presiden.



BAB Il1
TINJAUAN UMUM KOMISI PERLINDUNGAN ANAK

DAERAH (KPAD) PALEMBANG

Penulis akan mengemukakan lembaga independen Negara
Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Palembang;
A. Kedudukan Dan Sejarah Komisi Perlindungan Anak

Indonesia Daerah (KPAID) Kota Palembang

a. Kedudukan

KPAI adalah lembaga negara independen yang dibentuk
berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak. Kedudukan KPAI sejajar dengan
komisi-komisi negara lainnya, seperti Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan
Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Penyiaran
Indonesia  (KPI), dan Komisi  Kepolisian  Nasional
(KOMPOLNAS), Komisi Kejaksaan, Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU), dan lain-lain. KPAI merupakan salah

satu dari tiga institusi nasional pengawal dan pengawas

58
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implementasi HAM di Indonesia (NHRI/National Human Right
Institusion) yakni KPAI, Komnas HAM, dan Komnas
Perempuan.”

b. Sejarah

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk
berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Undang-Undangtersebut disahkan oleh
Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September 2002 dan
ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tanggal
20 Oktober 2002. Setahun kemudian sesuai ketentuan Pasal 75
dari Undang-Undang tersebut, Presiden menerbitkan Keppres
Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak
Indonesia. Diperlukan waktu sekitar 8 bulan untuk memilih dan
mengangkat Anggota KPAI seperti yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan Pasal 75, ayat (1), (2), (3), dan (4)
dari Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa

Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1

"Data KPAD Kota Palembang
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(satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang
sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota, dimana keanggotaan
KPAI terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh
masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan,
organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha,
dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan
anak. Adapun keanggotaan KPAI diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun,
dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Periode | (pertama) KPAI dimulai pada tahun 2004-2007."
B. Visi Dan Misi Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Visi :

“Terwujudnya Indonesia Ramah Anak™ .
Misi :

1) Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan

yang terkait dengan kebijakan perlindungan anak:

?Data KPAD Kota Palembang
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2) Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat
dalam perlindungan anak;
3) Membangun sistem dan jejaring  pengawasan
perlindungan anak;
4) Meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas
perlindungan anak;
5) Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan
pengawasan perlindungan anak;
6) Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas
layanan pengaduan masyarakat;
7) Meningkatkan kinerja organisasi KPAL.
C. Struktur Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah
Kota Palembang
Struktur anggota komisi perlindungan anak Indonesia
daerah (KPAD) kota Palembang terdiri dari 10 anggota yakni 5
anggota di bagian komisioner dan 5 anggota di bagian staff
umum. Adapun struktur anggota KPAD kota Palembang sebagai

berikut:"®

”Data KPAD Kota Palembang
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Komisioneris Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota

Palembang:

Ketua KPAD : Ahmad Romi Afriansyah, S.Ag,
MA

Wakil Ketua KPAD : RM. Romadhoni, S. TH.I

Anggota Komisaris

1. Juman Asri, S.Pd.I
2. Ir. Hj. Tri Widayatsih, M.Si
3. Muhammad Sukri, S.Ag,

M.H.

Staf Umum Komisi Perlindungan Komisi Perlindungan

Anak Indonesia Daerah Kota Palembang:

1.

2.

Vita Febriani, S. Si.
R. Ayu Fatimah, S.Pd
Sartini, S.Th.I

M. Ridho Yuliansyah
Fitriana

Jhon Hadianto, M.A

Muhammad Ibnullyas
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8. Yanto
9. Raden Mas Panji

10. Ananda Luthfillah QF

Strategi Komisi Perlindungan Anak Indonesia

1)

2)

Penggunaan System Building Approach (SBA) sebagai
basis pelaksanaan tugas dan fungsi, yang meliputi tiga
komponen sistem: (a sistem norma dan kebijakan,
meliputi aturan dalam perundangan-undangan maupun
kebijakan turunannya baik di tingkat pusat maupun
daerah; b) struktur dan pelayanan, meliputi bagaimana
struktur organisasi, kelembagaan dan tata-laksananya,
siapa saja aparatur yang bertanggung jawab dan
bagaimana kapasitasnya; c) proses, meliputi bagaimana
prosedur, mekanisme kordinasi, dan SOP-nya;

Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM vyang
profesional, kredibel dan terstruktur, sehingga
diharapkan tugas dan fungsi KPAI dapat berlangsung

dengan efektif dan efisien;



3)

4)

5)

6)

64

Penguatan kesadaran masyarakat untuk mendorong
tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang
memberikan kemudahan akses terhadap
penyelenggaraan perlindungan anak di semua sektor;
Perspektif dan pendekatan yang holistik, komprehensif
dan bukan parsial dalam merespon masalah atau kasus,
karena masalah atau kasus anak tidak pernah berdiri
sendiri namun selalu beririsan dengan berbagai aspek
kehidupan yang kompleks;

Diseminasi konsep Indonesia Ramah Anak (IRA) pada
berbagai pemangku kewajiban dan penyelenggara
perlindungan anak yang meniscayakan adanya child
right mainstreaming dalam segala aspek dan level
pembangunan secara berkelanjutan;

Penguatan mekanisme sistem rujukan (reveral system)
dalam penerimaan pengaduan, sehingga KPAI. Hal ini
dipandang penting untuk memantapkan proses
penanganan masalah  perlindungan anak yang

bersumber dari pengaduan masyarakat.
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7) Kemitraan strategis dengan pemerintah dan civil
society dalam setiap bidang kerja dan isu agar setiap
permasalahan bisa mendapatkan rekomendasi dan
solusinya yang tepat, serta terpantau
perkembangannya.

E. Tugas Pokok Komisi Perlindungan Anak Kota

Palembang

Dalam Pasal 74 Undang-Undang Perlindungan Anak
dirumuskan

“Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan

perlindungan anak, maka dibentuk Komisi Perlindungan

Anak Indonesia yang bersifat independen”.”

Selanjutnya dalam Pasal 76 Undang-Undang Perlindungan
Anak, dijelaskan tugas pokok KPAI yang berbunyi sebagai
berikut :"

a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

perlindungan dan pemenuhan Hak Anak

b) Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan
kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak

" pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014,
Hal.26

" pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014,
Hal.27
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c¢) Mengumpulkan data dan informasi mengenai
Perlindungan Anak

d) Menerima dan melakukan penelaan atas pengaduan
Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak

e) Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak
Anak

f) Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk
Masyarakat di bidang Perlindungan Anak

g) Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang
adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang
ini.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, mandat KPAI adalah
mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang
dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 yakni : “Negara,
Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua” di semua
strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun
publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan
perlindungan khusus. KPAI bukan institusi teknis yang
menyelenggarakan perlindungan anak.’

KPAI memandang perlu dibentuknya Komisi Perlindungan

Anak Daerah (KPAD) di tingkat provinsi dan kab/kota sebagai

upaya untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan

"®Data KPAD Kota Palembang
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perlindungan anak di daerah. KPAD bukan merupakan
perwakilan KPAI dalam arti hierarkis-struktural, melainkan lebih
bersifat koordinatif, konsultatif dan fungsional. Keberadaan
KPAD sejalan dengan era otonomi daerah dimana pembangunan
perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggungjawab
pemerintah daerah. KPAI mengapresiasi daerah-daerah yang
sudah memiliki Perda tentang Perlindungan Anak yang di
dalamnya mengatur secara rinci bentuk-bentuk pelayanan
perlindungan anak mulai dari pelayanan primer, sekunder hingga
tersier, institusi-institusi penyelenggaranya, serta pengawas
independen yang dilakukan KPAD."”’

Tugas KPAD kota Palembang periode 2016-2021
diantaranya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
perlindungan dan pemenuhan hak anak; memberikan masukan
dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaran
perlindungan anak; mengumpulkan data dan informasi mengenai

perlindungan anak; memberikan laporan kepada pihak berwajib

" Data KPAD Kota Palembang
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tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014.

F. Gambaran Kasus Kekerasan Anak yang ditangani
Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia Daerah
Palembang

Tabel 3.1Data Kasus yang diterima KPAD Palembang Bulan

Januari

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA PALEMBANG

DATA KASUS PERIODE JANUARI 2018

NO Jenis Kasus Bulan-

Januari
1. | Anak Pelaku Melawan Hukum (APMH) -
g Kekerasan Seksual 1
4. | Kekerasan Fisik -
2 Kekerasan Psikis -
7. | Hak Kuasa Asuh 2
8 Penelentaran Anak 2
Perlindungan Khusus -
Perdagangan Anak -
Jumlah Kasus 5

Sumber: Diolah dari data KPAD Palembang
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Tabel 3.2 Data Kasus yang diterima KPAD Palembang

Bulan Februari

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA PALEMBANG

DATA KASUS PERIODE FEBRUARI 2018

NO Jenis Kasus Bulan
Februari

1. | Anak Pelaku Melawan Hukum (APMH) -

g Kekerasan Seksual 1

4. | Kekerasan Fisik -

2 Kekerasan Psikis -

7. | Hak Kuasa Asuh 2

8 Penelentaran Anak -
Perlindungan Khusus -
Perdagangan Anak -
Jumlah Kasus 3

Sumber: Diolah dari data KPAD Palembang
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Tabel 3.3 Data Kasus yang diterima KPAD Palembang Bulan

Maret

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA

PALEMBANG
DATA KASUS PERIODE MARET 2018
NO Jenis Kasus Bulan
Maret
1. | Anak Pelaku Melawan Hukum (APMH) 2
g Kekerasan Seksual 1
4. | Kekerasan Fisik -
g Kekerasan Psikis -
7. | Hak Kuasa Asuh 1
8 Penelentaran Anak -
Perlindungan Khusus -
Perdagangan Anak -
Jumlah Kasus 4

Sumber: Diolah dari data KPAD Palembang
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Tabel 3.4 Data Kasus yang diterima KPAD Palembang

Tahun 2017

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA
PALEMBANG

DATA KASUS PERIODE 2018

Tahun Bulan
NO Jenis Kasus Jan- | Apr- | Juli- | Okt -
2017 _
Mar | Juni | Sep Des
1. Anak Pelaku 2 2 - - -
Melawan  Hukum 14 3 - - -
(APMH) 10 0 - _ ]
g Kekerasan Seksual 3 0 - - -
4, Kekerasan Fisik 36 5 - - -
g Kekerasan Psikis 5 2 - - -
7. Hak Kuasa Asuh 13 0 - - -
Penelentaran Anak 0 0 - - -
8 Perlindungan
Khusus
Perdagangan Anak
Jumlah Kasus 83 12 - - -

Sumber: Diolah dari data KPAD Palembang
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G. Peran KPAD Memberikan Perlindungan Terhadap

Anak dalam Proses Peradilan

Semua tindakan yang menyangkut perlindungan anak
dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan social baik
lembaga Negara maupun masyarakat. Hal ini mengandung makna
sebagai perwujudan jaminan terhadap hak-hak anak serta
pemberian perlindungan terhadap anak dari berbagai pengaruh
yang tidak kondusif bagi kelangsungan hidup dan tumbuh
kembangnya anak. Sehubungan dengan itu, diperlukan kehadiran
suatu lembaga untuk mewujudkan kesejahteraan social anak.
Lembaga tersebut hendaknya memiliki fungsi pencegahan,
pengembangan, rujukan dan suportif penunjang, sehingga usaha
untuk memelihara kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan
perlindungan akan hak-hak anak dapat dijamin oleh Negara

melalui suatu wadah yang disebut Lembaga Perlindungan Anak."

’® Data KPAD Kota Palembang
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Memberikan Pelayanan Perlindungan Anak
Mengadakan berbagai kegiatan pencegahan terhadap segala
bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelenataraan anak
melalui penyuluhan dan bimbingan social;

Pengumpulan, pengolahan, pengajian, dan penyimpanan
data informasi yang menyangkut perlakuan salah atau
tindak kekerasan, eksploitasi dan penelentaran, anak yang
berada di lingkungan yang dapat membahayakan dirinya
atau anak yang ditolak orangtua/walinya;

Penyatunan sementara bagi anak yang mengalami masalah
dan memerlukan pengasuhan;

Pengungkapan dan pemahaman terhadap kasus yang
menimpa anak

Penciptaan hubungan dengan orang tua dan masyarakat
dalam rangka efektifitas pemberian perlindungan anak
Penelaahan bentuk pelayanan yang berkaitan dengan
tindakan pengadilan

Pengadaan rujukan dengan berbagai pihak



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Anak Korban Kekerasan Orang
Tua oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota
Palembang
Untuk menjawab persoalan di atas, sebelumnya penulis

akan menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan anak dan

mengapa anak harus diberi perlindungan. Sebagaimana yang
telah dikemukakan pada bab terdahulu. Anak adalah keadaan
manusia normal yang masih belum berusia 18 tahun dan sedang
menentukan identitasnya serta jiwanya, sehingga sangat mudah
terkena pengaruh lingkungannya. Hal ini tertera dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan dari Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengertian

ini diperkuat juga dalam hukum Islam yaitu Anak merupakan

seseorang yang berusia dibawah umur 18 tahun untuk laki-laki
dan belum berusia 17 tahun untuk perempuan yangtertera dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

74
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Sebagaimana juga dijelaskan dalam sistem peradilan pidana
mengartikan anak adalah orang yang belum dewasa karena
melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun
yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP).

Dari penjelasan anak menurut Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHP,
maka anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun atau
belum  menikah, seharusnya wajib dilindungi  untuk
mempertahankan hak-haknya. Seperti dilindungi dari aspek
kekerasan oleh orang tua kandungnya maupun orang tua
angkatnya. Kekerasan orang tua tersebut seperti pemukulan,
perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan
oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap
kesejahteraan anak yang mana semua diindikasikan dengan
kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan
anak.” Sebagaimana tujuan perlindungan anak menjamin hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

"Rianawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak”,
Jurnal Studi Gender dan Anak/164/127, 2015. 1
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secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal
ini tertera dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak.

Sebagaimana dikemukakan oleh Arif Gosita, bahwa anak
itu harus dilindungi agar dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya
menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundangan-
undangan. Hal ini juga diperkuat oleh Ketua Komisaris Lembaga
Independen Negara KPAD Palembang, menjelaskan bahwa
perlindungan anak merupakan pemenuhan hak-hak atas anak itu
sendiri. Hak anak tersebut hak untuk hidup, hak untuk tumbuh
kembang, hak untuk dilindungi, dan hak untuk partisipasi yang
dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.®

Pada bab sebelumnyatelah dijelaskan bahwa setiap anak

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta

% Hasil Wawancara dengan Responden pada tanggal 7 Mei 2018 Pukul
09.00 di Gedung INews TV Palembang
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berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini
tertera dalam Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan
juga dalam prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam
Konvensi Hak-Hak Anak. Esensi penting dalam Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
merumuskan hak-hak anak atas hidup, tumbuh kembang,
perlindungan dan partisipasi secara wajar.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat
(15) juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan
khusus. Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (15)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perlindungan khusus
adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi
darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari
kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara
ekonomi danseksual, anak yang diperdagangkan, anak yang
menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika,
dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan,
penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik

danmental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban
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perlakuan salah dan penelantaran® Sebagaimana tertera dalam
Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan anak.

Dengan demikian, peraturan perundangan-undangan telah
menjelaskan secara tegas mengenai adanya hak yang sama bagi
anak darurat untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan,
perkembangan dan pertumbuhan dalam  melangsungkan
kehidupannya tanpa adanya diskriminasi terutama dalam rangka
pelaksanaan peraturan perundangan-undangan tentang
perlindungan hukum secara khusus terhadap anak korban
kekerasan yang tercantum padaPasal 1 ayat (15)Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Phillipus M. Hadjon mengatakan bahwa bentuk
perlindungan yang diberikan kepada korban terdiri dari bentuk
perlindungan preventif dan bentuk perlindungan represif.
Perlindungan preventif adalah perlindungan hukum yang
bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan

perlindungan preventif adalah perlindungan hukum yang

81 Bambang Waluyo, “Vikitimologi Perlindungan Korban dan Saksi”,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal.72
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bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termaksud
penanganan di lembaga peradilan.

Dalam konsep bentuk perlindungan hukum terhadap korban
kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang
memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum
pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum
pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum
pelaksanaan pidana.®®

Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut:

1. Asas manfaat, Artinya perlindungan korban tidak hanya

di tujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materil
maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga
kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya
dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta
menciptakan ketertiban masyarakat.

2. Asas keadilan, Artinya penerapan asas keadilan dalam

upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat

82Barda Nawawi, “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum
Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,” (Jakarta: Kencana, 2007), Hal.61
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mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan
yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas keseimbangan, Artinya tujuan hukum di samping
memberikan kepastian dan perlindungan terhadap
kepentingan manusia, juga untuk memulihkan
keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu
menuju pada keadaan yang semula (restitution in
integrum). Asas keseimbangan memperoleh tempat
yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

4. Asas kepastian hukum, asas ini dapat memberikan dasar
pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum
pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya
memberikan perlindungan hukum pada korban
kejahatan.®®

Dengan demikian berdasarkan dari penjelasan diatas,

penulis akan mengemukakan bagaimana hasil dari penelititan dan

realita yang ada di lapangan dalam hal bentuk-bentuk

8 Dikdik, M Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan
Antara Norma dan Realita,” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),
Hal.164
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perlindungan hukumyang diberikan oleh KPAD terhadap anak
korban pidana dalam bentuk preventif dan represif. Sebagaimana
dari hasil wawancara dengan beberapa komisaris KPAD
Palembang dalam bentuk perlindungan preventif yaitu
melakukan pemberian pendidikan, penyebarluasan, serta
sosialisasi terhadap lembaga pemerintah daerah dan sekolah-
sekolah mengenai peraturan perundangan-undangan mengenai
perindungan anak sehingga tidak akan terulang kembali
kekerasan terhadap anak yang lainnya. Hal ini tertera dalam Pasal
69 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Sedangkan bentuk perlindungan represif oleh KPAD
dapat dilihat dari sistem peradilan pidana. Menurut Mardjono
Reksodiputro, bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sistem
dalam suatu masyarakat untukmenanggulangi masalah kejahatan.
Menanggulangi  disini  diartikan  sebagai usaha untuk
mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi
masyarakat.Proses Sistem Peradilan Pidana (SPP) dibagi menjadi
tigatahap, meliputi: yang Pertama Tahap Pra-Adjudikasi

(Penyidikan dan Penyelidikan), Kedua Tahap Adjudikasi (tahap
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sidang pengadilan dimulai dari dakwaan sampai putusan), Ketiga
Tahap Pasca Ajudikasi (tahap setelah sidang pengadilan atau
setelah vonis hakim dijatuhkan)

Sebagaimana juga hasil dari wawancara dengan beberapa
komisaris KPAD Palembang, mereka menyatakan dalam tahap
Pra-Ajudikasiberdasarkan pada Pasal 17 ayat 2 dalam proses
penyidikan dan proses penyelidikan yang dilaksanakan oleh
aparatur Negara yang ditunjuk sebagai Penyidik dan Penyelidik,
wajib memberikan informasi data mengenai anak yang menjadi
korban tindak pidana kekerasan kepada Komisi Perlindungan
Anak Daerah (KPAD). Kemudian Komisi Perlindungan Anak
Daerah (KPAD) berhak menjaga kerahasian informasi dan data
mengenai anak yang menjadi korban kekerasan serta melindungi
anak dari intimidasi dan stigmisasi dari pihak manapun terkhusus
media massa. Informasi dan data tersebut mengenai identitas
anak darurat, asal usul anak darurat, dan kekerasan yang dialami
anak darurat. Kemudian memberikan pertimbangan atau
sarankepada penyidik dalam pemeriksaan berlangsung mengenai

menarik informasi pada anak.
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Sedangkan pada tahap Ajudikasi, KPAD memberikan
bentuk perlindungan berupa pendampingan kepada anak darurat
dimulai dari proses dakwaan sampai dengan hakim menjatuhkan
hukuman kepada pelaku kekerasan yang berdasarkan pada Pasal
59A poin d dan Pasal 69A poin d. Pendampingan yang dilakukan
KPAD berbeda dengan Pengacara ataupun Jaksa, pendampingan
KPAD hanya mendampingi dan melindungi anak darurat dari
pelakuan intimidasi dari semua pihak,memberikan keterangan
penguat dan keterangan ahli mengenai perlindungan anak sebagai
saksi ahli pemberat bagi pelaku, dan memastikan bahwa
hukuman yang dijatunkan hakim terhadap pelaku kejahatan
terhadap anakdarurat harus sesuai, sehingga anakdarurat
mendapat keadilan yang semestinya.

Selanjutya pada tahap Pasca Ajudikasi, Kemudian
perlindungan yang di berikan oleh KPAD setelah putusan berupa
bentuk lainnya, anak korban akan mendapat pembinaan
rehabilitasi, pendidikan, dan perlindungan dari stigmisasi orang
dewasa. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18, bantuan lainnya

dalam ketentuan ini termaksud bantuan medis, sosial, rehabilitasi,
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vokasional, dan pendidikan. Dalam hal rehabilitasi pelaksanaan
dilakukan di suatu tempat yg disediakan KPAD berupa Rumah
singgah atau Rumah perlindungan (Save House). Tempat ini
didirikan oleh KPAD Palembang yang terletak di jalan
Soedirman bersebelahan dengan Bank Indonesia (Bl) kota
Palembang yang berfungsi sebagai tempat rehabilitasi anak yang
menjadi korban dan tempat perlindungan anak untuk menghindari
trauma atas perbuatan pelaku ditempat kejadian. Tempat ini juga
untuk mempermudah komisaris KPAD Palembang mendampingi
serta mengawasi proses rehabilitasi anak. Rehabilitasi ini
dilakukan untuk mencegah anak yang sebagai korban ketika
dewasa tidak menjadi pelaku atas kekerasan yang pernah
dialaminya ataupun disebut siklus berputar. Pelaksana rehabilitasi
ini berasal dari salah satu komisaris KPAD yang bertanggung
jawab dalam rehabilitasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 59A
dan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak.

Dengan demikian dari hasil wawancara yang penulis

lakukan di Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)
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Palembang. Penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk
pelindungan terhadap anak korban kekerasan yang diberikan
Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Palembang berupa
perlindungan preventif dan represif telah sesuai berdasarkan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1. Bentuk perlindungan KPAD preventif berupa pengajaran
pendidikan, penyebarluasan, serta sosialisai mengenai
Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Sedangkan bentuk represif dilihat dari sistem peradilan
pidana, meliputi;

a) Pada Tahap Pra-Ajudikasi;
1) Pelindungan identitas anak,
2) Memberikan pertimbangan atau saran kepada
penyidik dalam pemeriksaan anak,
3) Perlindungan anak dari intimidasi dari semua pihak
b) Pada Tahap Ajudikasi, meliputi;
1) Pendampingan mendampingi dan melindungi anak

darurat dari pelakuan intimidasi dari semua pihak,
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2) Memberikan keterangan penguat dan keterangan
ahli mengenai perlindungan anak sebagai saksi ahli
pemberat bagi pelaku, dan

3) Memastikan penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap
pelaku kejahatan terhadap anak darurat harus sesuai,
sehingga anak darurat mendapat keadilan yang
semestinya.

c) Pada Tahap Pasca Ajudikasi, meliputi;

1) Melakukan Rehabilitasi terhadap anak sebagai
korban

2) Menyediakan sarana tempat berupa rumah singgah
(save house)

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk Perlindungan
Anak Korban Kekerasan Orang Tua oleh Komisi
Perlindungan Anak Daerah Palembang
Dari penjelasan sebelumnya, untuk dapat membahas

bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap bentuk perlindungan

anak yang diberikan KPAD berupa preventif dan represif.Penulis

akan mengemukakan kembali apa saja bentuk perlindungnya,
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1. Bentuk perlindungan KPAD preventif berupa pengajaran
pendidikan, penyebarluasan, serta sosialisai mengenai
Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Sedangkan bentuk represif dilihat dari sistem peradilan
pidana (Pra-Ajudikasi, Ajudikasi, Pasca Ajudikasi),
meliputi;

a. Bertanggung jawab untuk menyimpan semua informasi
mengenai hal anak darurat serta memberikan
pertimbangan atau saran kepada penyidik

b. Pendampingan hukum dan perlindungan dari intimidasi
pihak lain

c. Melakukan rehabilitasi terhadap anak korban darurat.

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa setiap bentuk

perlindungan anak yang diberikan KPAD tersebut bertujuan
untuk melindungi, memenuhi, menjamin hak-hak anak, agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
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Menurut hukumlislamanak adalah amanat dan anugerah
oleh Allah SWT yang harus dlilindungi oleh orang tuanya. Anak
adalah anugerah, karena tidak setiap orang dapat memilikinya.
Sedangkanmaksud anak adalah amanat, karena ketika anak
dilahirkan ke dunia oleh Allah SWT, Allah  memilihkan
pendamping untuk merawat dan membesarkannya sebagai calon
pengganti dan generasi penerus. Hal ini tertera dalam Al-Qur’an

Q.S An-Nisa ayat: 9

V38 Ty A1 T e T8 tm 550 et 0 1438 3 o 24
1 13l
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang
seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-
anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap
(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah

mereka mengucapkan perkataan yang benar
Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki
rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah
dalam hal Fisik, psikis, ekonomi, intelektual, moral. Ayat ini
mengandung pesan agar kita melindungi hak-hak anak cucu kita

bahkan yang belum lahir sekalipun sampai anak tersebut dapat
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mengurus dirinya sendiri serta dijauhkan dari mendidik dengan
kekerasan.

Dalam konteks bentuk perlindungan terhadap anak korban
kekerasan, tentunya hukum Islam tidak menjelaskan secara detail
dalam al-quran dan hadits. Hanya saja hukum Islam mengajarkan
anjuran melindungi anak dan melarang perbuatan yang
mengandung kekerasan. Bentuk perlindungan Islamsebagai
berikut:

1. Melindungi Anak dari Kekerasan

Islam melarang dan sangat menentang tindak kekerasan
yang mengakibatkan kerugian terhadap anak apalagi sampai
menghilangkan anak tersebut, sebagaiaman yang dijelaskan
dalam Q.S Al-Isra’: 31 dan Q.S An’am : 149

Q.S Al-Isra’ 31;

7)1 tha 618 2688 &) 2005 28505 (A5 3l A8 a3l 58

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut

kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada

mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh
mereka adalah suatu dosa yang besar
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0.8 An’am : 149;
A BSLE Ay OB OB Ga 1 G A
VYV G5 s oy 2535 58 a6 2L 315 e aglle 104005
Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah
menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu
memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk
membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi
mereka agama-Nya. Dan kalau Allah menghendaki,
niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggallah
mereka dan apa yang mereka ada-adakan
Selain ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang membahas tentang
larangan dzalim terhadap anak, juga disebutkan dalam beberapa
hadits. Sebagimana sabda Rasulullah SAW dalam Hadits Abu
Daud 1309;
L3S 1508 cad 3l a8 &) Gy Jialll i ity e G alia s
O 8D 0 Bae B8 Bo0a Sl e Gy G UBAA Q) & s
e B Jla B gy 06 98 & S8 o s Ge culall ¢ B
Yy a&aid e 1,2 E Y5 KoVl e 1,05 Y5 KU e 1,28 Y A
e g JB el i 306 & (e 1805 Y Al B 12k
LA SaGe o adsl G e s Euaall 13 250 S O &1 Cuailis
s

Telah menceritakan kepada Kami Hisyam bin ‘Ammar
dan Yahya bin Al Fadhl serta Sulaiman bin
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Abdurrahman, mereka berkata; telah mencertitakan
kepada kami Ya’qub bin Mujahid Abu Hazrah dari
‘Ubadah bin Al Walid bin Ubadah bin Ash Shamit dari
Jabir bin Abdullah, ia berkata Rasullah SAW bersabda:
“Janganlah kalian mendo akan kecelakaan atas diri kalian,
janganlah kalian mendo’akan kecelakaan anak-anak
kalian, dan janganlah kalian mendo’akan kecelakaan atas
pembantu kalian, dan janganlah kalian mendo akan
kecelakaan atas harta kalian, jangan sampai kalian berdoa
tepat saat diperolennya pemberian sehingga allah
mengabulkan do’a kalian. Abu Daud berkata; hadits ini
adalah hadits yang muttashil ( yaitu yang sanadnya
bersambung kepada Rasulullah SAW) sebab ‘Ubadah bin
Al Walid bin ‘Ubadah bertemu Jabir.

Dilain haditss juga disebutkan tentang larangan perbuatan
dzalim terhadap anak-anak yang biasakan dilakukan orang tua,
sebagaimana sabda Rasulullah SAW hadits riwayat Shahih
Muslim 3279:

G A B g ¢ el USET VB o) & Sk g iad b ke WA

A e (8 gl 8 G RSy

Al adle 1 e & Jul) solaa (ans b Sda doal @

a5 oLl O ALl 5 adle 0 s i (505 80

Telah menceritakan kepada Kami Yahya bin Yahya dan

Muhammad bin Rumh keduanya berkata ; telah

mengabarkan kepada kmi Al Laits. (dalam riwayat lain

disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Qutaibah

bin Said telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi’
dari Abdullah bahwa dalam salah satu peperangan
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Rasulullah SAW melarang pembunuhan wanita dan anak-
anak.”

Sebagaiman hadits lainnya Islam memerintahkan kepada
umatnya memiliki akhlak yang mulia dan melarang dari akhlak
yang hina seperti kekerasan. Sebagamana hadits abu daud 4168:

O B8 (ol (e sy B YB 0 i G Hidy & g LA

A5 Y A e B o i 0505 06 08 by o Bja be A

Sadly Baeh S5l 06 & el v Juisad 5

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr dan Utsman
bin Abu Syaibah keduanya berkata; telah menceritakan
kepada kami Waki’ dari Sufyan dari Ma’bad bin Khalid
dari Haritsah bin Wahb ia berkata, “ Rasulullah
shallallhu ‘alaihi wassalam bersabda: “tidak akan masuk
surga orang yang keras hati dan sombong.” Perawi
berkata, “al- Jawwazh adalah orang yang keras hatinya.

Sebagaimana Menurut Mahmud Mahdi al-Istanbuli
menegaskan, bahwa hati yang kosong dari rasa kasih sayang
terhadap anak-anak merupakan pertanda hati tersebut kasar dan
keras. Perlakuan dari hati yang kasar dan keras hanya akan
menyebabkan anak-anak tumbuh dalam lingkaran kebodohan dan
kemalangan, karena memang sudah menjadi tabiat anak-anak

sejak mereka dilahirkan selalu membutuhkan bimbingan, aturan,

perhatian dan asuhan.
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Dalam pendidikan anak, perbuatan kekerasan dianjurkan
tetapi dengan keadaan tertentu dan jangan sampai kekeresan itu
berlebihan yang bisa mengakibatkan kerugian pada diri anak
tersebut, sebagaiaman dalam hadits riwayat; Abu Daud (no. 495)
dan Ahmad (6650)

e S A5 e b g sl ¢ (e e 2L 2By 33Ul &SV 150

Telah meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari

bapaknya dari kakeknya, dia berkata, '‘Rasulullah

shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Perintahlah
anak-anakmu mengerjakan salat ketika berusia tujuh tahun,
dan pukullah mereka karena meninggalkan salat bila
berumur sepuluh tahun, dan pisahlah tempat tidur mereka

(laki-laki dan perempuan).

Sebagaimana hadits lainnya yang memperkuat boleh
melakukan pukulan tetapi tidak kadar berlebihan yang
mengakibatkan kerugian pada anak dan juga dalam keadaan
tertentu. Hadits riwayat Ath-Thabrani Al-Mu'jam Al Kabir
10671, dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Abani di dalam Silsilah
Al-Ahadits Ash-Shahihah 1447,

Sl 2l 236 il 817 ¢ Tl 1 e
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Rasulullah SAW bersabda Gantungkanlah cambuk di
tempat yang mudah dilihat anggota keluarga (anak-anak),
karena demikian ini merupakan pendidikan bagi mereka.
Adapun petunjuk hadits yang membolehkan pemukulan
terhadap anak jika telah berumur sepuluh tahun, perlu
mendapatkan penjelasan. Meskipun pemukulan dibolehkan tetapi
diusahakan sebagai pilihan terakhir. Akan lebih baik lagi jika kita
tidak menghukum dengan pemukulan sebagaimana yang
dicontohkan Rasulullah  SAW. Menurut Jamal Abdurrahman
sebagai tokoh pendidikan Islam, menyebutkan kebolehan
pemukulan jika telah memenuhi syarat sebagai berikut; &

1) Kebolehan memukul jika anak sudah menginjak usia 10
tahun ke atas. Itu juga dalam perkara penting seperti shalat
yang wajib bukan lainnya.

2) Pukulan tidak boleh berlebihan sehingga mencederai. Nabi
saw membolehkan pukulan tidak lebih dari 10 kali pukulan.
Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan para gubernur

untuk diteruskan kepada para guru (mu’allim) agar tidak

memukul muridnya lebih dari tiga kali berturut-turut.

¥ Muhammad zaki, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam”,
Jurnal ASAS, Vol.6, Nomor2, Juli 2014, Hal. 13
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3) Sarana yang digunakan adalah bahan yang tidak
membahayakan dan objek yang dipukul juga bukan bagian
fisik yang vital.

4) Pemukulan dilakukan dengan hati-hati tidak keras, yaitu
jangan sampai mengangkat ketiak.

2. Menyayangi anak meskipun anak zina
Kasih sayang merupakan sifat dasar manusia untuk

melindungi. Jika seseorang sayang pada sesuatu pasti ia akan
berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Sama halnya Islam
sangatlah memperhatikan perlunya kasih saying dan kecintaan
para orang tua kepada anak-anaknya, hal tersebut tergambar pada
dari hadits rasulullah SAW menunjuk kasih sayangnya dan cinta
beliau kepada cucu-cucu beliau, sebagaimana yang diriwayatkan
dalam hadits shahih Bukhari 5538;
a8 b dalu g WA (A 3N 8 Guad Ul gl g s
G il iy e 1 L 0 500 08 0B A8 5 G 30k Ul &
A5l e die I 5 ¢ 81 08 Ldla Gl Gula (08 S35 (e
dan Y G 06 A Ay il 1 e i Ol 4l SR 1T 2k S

=Y
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Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah
mengabarkan kepada kami Syuw’aib dari Az Zuhri telah
menceritakan kepada kami Abu Salamah bin
Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radiallalahu’anhu
berkata; “Rasulullah SAW pernah mencium Al Hasan bin
Ali sedangkan disamping beliau ada Al Aqra’ bin Habis At
Tamimi sedang duduk, lalu Aqra’ berkata; Sesungguhnya
aku memiliki sepuluh orang anak, namun aku tidak pernah
mencium mereka sekalipun, maka Rasulullah SAW
memandangnya dan bersabda:  “Barangsiapa tidak
mengasihi maka ia tidak akan dikasihi.”

Sebagaimana juga dalam hadits lain bahwa Rasulullah
SAW memberikan perhatian, kasih saying, serta kecintaanya
tidak hanya kepada cucu-cucu beliau saja tetapi dengan anak-
anak lainnya seperti yang diriwayatkan dalam hadits Shahih
Bukhari 5778:

ale 1 A L0 08 g6 ae dls a Je G A Ak ) )

AR

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Ja’d telah

mengabarkan kepada kami Syu’bah dari Sayyar dari

Tsabit Al Bunani dari Anas bin Malik radiallahu’anhu

bahwa dia pernah melewati anak-anak kecil, lalu dia

memberi salam kepada mereka dan berkata;, “Nabi SAW
juga biasa melakukan hal ini.”

Perlakukan Rasulullah SAW terhadap anak-anak dengan

mengucapkan salam yang sekaligus merupakan doa kepada anak-
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anak yang ditemui di jalan merupakan bentuk perwujudan
perhatian dan kasih saying beliau terhadap anak-anak dimasa itu.

Hadits Bukhari 669
o ol Ge B3 (6 dml (e (a8 o () BN 06 U G A s
i) 3,08 s 3 OARY J 06 A e i e 0 G2 i
oo 083 185 (o 42 225 588 (o 121 s B30 ol 2185 gl
mgujuc ) ‘;.\a‘;\.d\ Ge Gl 835 3308 WAL 0 @

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin
Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu
Abu 'Adi dari Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik
dari Nabi shallallahu *alaihi wasallam, beliau bersabda:
"Saat aku shalat dan ingin memanjangkan bacaanku, tiba-
tiba aku mendengar tangian bayi sehingga aku pun
memendekkan shalatku, sebab aku tahu ibunya akan susah
dengan adanya tangisan tersebut.” Musa berkata, telah
menceritakan kepada kami Aban telah menceritakan
kepada kami Qatadah telah menceritakan kepada kami
Anas bin Malik dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam
seperti ini juga.”

Dua contoh tersebut menunjukkan bahwa betapa Nabi
mengutamakan dan melindungi kepentingan anak. Pada contoh
yang pertama dapat dipahami bahwa perbuatan ibadah sekalipun
tidak boleh mengabaikan kepentingan anak. Pada contoh kedua,
memberi gambaran penegakan hukum harus tetap dilaksanakan

dengan tidak menafikan kepentingan terbaik bagi anak dengan
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cara memberi kesempatan pada si ibu memberikan hak yang

layak bagi si anak, yaitu hak untuk hidup, tumbuh dan

berkembang secara wajar di dalam kandungan, hak dilahirkandan

hak mendapatkan ASI. Meskipun si ibu melakukan perbuatan

yang melanggar hukum, anak yang sedang dikandungnya tetap

dilindungi dan tidak boleh dirugikan karena perbuatan salah sang
ibu.®

3. Berlaku adil dalam pemberian

Islam sangat tegas dan konsisten dalam menerapkan prinsip

nondiskriminasi terhadap anak. Banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang

memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil terhadap anak-
anak:

Q.S Al-Maidah:8

2 B a8 33 ¥y Tkl slieh & a5 8 Tibale ol GG

W bed &1 o) BT G GO T e VT G

A §slass

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi

orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena
Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali

% |bid., Hal. 10
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kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu

untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu

lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah,

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu

kerjakan

Berdasarkan uraian di atas, bahwasanya Islam sangat
mengajarkan kepada manusia untuk melindungi anaknya dan
menjauhkan anak dari perbuatan yang merugikan anak. Hal itu
sejalan dengan bentuk perlindungan anak yang diberikan KPAD
Palembang. Bentuk perlindungan KPAD sendiri tak lepas dari
melindungi hak anak dan menjujung tinggi anak tersebut sama
halnya dengan hukum Islam yang melindungi hak anak tersebut
bisa dilihat dalam surat al-isra; 31. Karena menurut Islam sendiri
anak adalah amanat allah yang harus dijaga keberlangsungan

hidupnya di mulai dari pertumbuhannya dan pendidikannya serta

dijauhkan dari halnya kekerasan dalam mendidik anak tersebut.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah dilakukan analisis pada bab sebelumnya, maka

dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk perlindungan anak yang diberikan KPAD
Palembang dalam perlindungan preventif memberikan
penyuluhan kepada pemerintah dan sekolah mengenai
perlindungan anak. Sedangkan perlindungan represif dilihat
dari
a. tahap Pra-Ajudikasi, yaitu meliputi; melindungi

identitas anak dan intimidasi dari semua pihak.

b. Pada tahap Ajudikasi, yaitu meliputi;mendampingi
anak dalam proses peradilan serta memastikan anak
mendapat keadilan semestinya.

c. Kemudian pada tahap Pasca-Ajudikasi, yaitu meliputi;
melakukan rehabilitasi di rumah singgah (Save

House).Hal ini sebagaimana yang sudah ditetapkan
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dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak.
Bentuk Perlindungan anak yang diberikan KPAD
Palembang menurut hukum pidana Islam pada dasarnya
sama halnya dengan bentuk perlindungan yang Islam
ajarkan. Bentuk perlindungan KPAD sendiri tak lepas dari
melindungi hak anak dan menjujung tinggi anak tersebut
sama halnya dengan hukum pidana Islam yang melindungi
hak anak tersebut.. Karena menurut Islam sendiri anak
adalah amanat allah yang harus dijaga keberlangsungan
hidupnya di  mulai dari  pertumbuhannya dan
pendidikannya,
Saran
Hasil penelitian menunjukan bahwa;
Hendaknya Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)
Palembang meningkatkan sosialisasi terutama
Penyuluhankepada masyarakat khususnya orang tua anak.
Sehingga masyarakat paham bagaimana merealisasikan

perlindungan anak serta fungsi KPAD.
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2. KPAD seharusnya bekerja sama dengan stekholder yang di
tengah-tengah masyarakat untuk meningkatkan kesadaran
hukum masyarakat mengenai budaya lapor dalam tejadinya
kekerasan yang mengakibatkan kerugian anak. Sehingga
perealisasian perlindungan anak berjalan dengan lancar

dengan semestinya.
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Palembang, 04 Mei 2013

Nomor = 46 /B/KPAD-PLG/AV2018 Kepda Y,
Lamp iw Wakil Delan |
Hal " lzin Mengadakan Penchitian Fahultas Syariak dan Wukem
Dan Wawancara DUniversitas Raden Fatab
-
Palembang,
Salem Senyum Anak Indonesta,

Puji syukur kita perscmbahkan kehadiran Allah Swt, somoga kita scnantiasa mendapatian
limpalan rdunat dan hidayah dari Allsh Swt, serta selalo sukses dalam menjalankan aknifitas sehari-

hars Ammn.

Schabungan  surar d N : TUTTUN.OO.PP.O1/12/2017 Penbal Permohosan lzn
M. dskan Pemel dan W mmmm-mmm-
Fakultas Syari’ah dan Hekem Umiversitas Raden Fatah Palembang ghkan bah

Nama : Kgs. Nurdin Yavin

Nim : 14160049

Program/Studi 1 Syari’ah dan Hukum / Jinayah
Universitas : Raden Fatah Palembang

Telah & Ll kan Peogambilan Data di Komisi Perlindungan Anak Dacrah Kota
Palemb Sehubungan untuk bahan penul karys iinlalvskeipsi yung bersangkutan dengan jodul

"ﬂch- Hukum Pidana Isiam Terhadop Bemtuh Perlindumgan Terhadap Anok Korban
Keherasan Ovang Tue Olek Komisi Perlindungon Anak Indonevia (KPAL) Kota Palembang™

Demukoan s kasu paikan, atss perhatian dan kerj ya di kan terima kasdh.

Komisi Perlindungan Anak Dacrah
Kota Palembang




KOMISE PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA PALEMBANG

DATA KASUS PERIODE MARET 2013
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KONSE PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA PALEMBANG
DATA KASUS TRIWULAN N PERIODE'2017
TRIWULAN
No Jenis Kasus
Agril Mel Juni
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PALEMBANG, 26 - Juni 2017
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
KOTA PALEMBANG,
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